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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA Tl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tual  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara

itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Abdul Razak Ohoirenan bin La Utu Ohoirenan, umur 43 tahun, agama Islam,

pendidikan STM, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di

Ohoi  Tanimbar  Kei,  Kecamatan  Kei  Kecil  Barat,

Kabupaten  Maluku  Tenggara,  sementara  berdomisili  di

Dusun Mangon (rumah bapak La Minggu Buton), sebagai

Pemohon I;

Aida Ohoirenan binti Hi. Naimudin Ohoirenan, umur 31 tahun, Agama Islam,

Pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  Ohoi  Tanimbar  Kei,  Kecamatan  Kei

Kecil  Barat,  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  sementara

berdomisili  di  Dusun Mangon (rumah bapak La Minggu

Buton), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya tanggal  17 September 2018  telah mengajukan permohonan

itsbat  nikah,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tual

dengan  Nomor  0131/Pdt.P/2018/PA Tl  tanggal  19  September  2018  dengan

dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA.Tl Halaman 1 dari 10 hal. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid

Desa Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, yang bernama

Hi. Maulana Sidik; 
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

yang bernama Hi. Naimudin dengan saksi nikah masing-masing Hi. Saif dan

Hatab dengan maskawin berupa uang Rp 10.0000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

dan tidak  sesusuan serta  memenuhi  syarat  dan/atau tidak  ada larangan

untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di

Ohoi  Tanimbar  Kei,  Kecamatan  Kei  Kecil  Barat,  Kabupaten  Maluku

Tenggara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
5.1.  Ibrahim Ohoirenan bin Abdul Rajak Ohoirenan, umur 6 tahun;
5.2.  Umaisara Ohoirenan binti  Abdul Rajak Ohoirenan, umur 6 tahun;

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut dan

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap

beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat

Nikah  dari  Pengadilan  Agama Tual,  guna  melengkapi  administrasi  untuk

mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima,

memeriksa  dan  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Razak Ohoirenan bin

La Utu ohoirenan) dengan Pemohon II (Aida Ohoirenan binti Hi. Naimudin

Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA.Tl Halaman 2 dari 10 hal. 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoirenan) yang dilaksanakan pada tanggal  21 November 2011 di  Desa

Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

II  telah  datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  telah  pula  memberikan

keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon

II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya, Pemohon I  dan

Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hi. La Minggu Buton bin Hi. Laparewa Buton, umur 51 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhit S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Fati  Madubun,  Dusun  Mangon,  Desa  Tual,  Kecamatan  Pulau  Dulah

Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut :

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  karena

Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung dengan saksi;

-   Bahwa hubungan Pemohon I dann Pemohon II adalah suami istri;

-   Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal  21

Nopember 2011;

-   Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tam Ngurngila,

Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

-   Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah

kandung Pemohon II yang bernama Hi. Naimudin Ohoirenan;

-   Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak

imam Masjid Desa Tam Ngurngila yang bernama Maulana Sidik, setelah

mendapat penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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-   Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hi.

Saif dan Hatab;

-   Bahwa  yang  menjadi  maskawin/  mahar  pada  pernikahan  tersebut

berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dubayar tunai;

-   Bahwa telah terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut;

-   Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau

sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;

-   Bahwa tidak ada pihak yang kebetaran atas pernikahan keduanya;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

-   Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai  hingga

sekarang;

-   Bahwa tujuan Pehohon I  dan Pemohon II  mengajukan itsbat  nikah

guna melengkapi persyaratan administrasi  untuk mengurus buku akta

nikah;

2. Halimi ode onso bin Abubakar Ode Onso, umur 34 tahun, agama Islam,

pendidikan  terakhir  SMP,  pekerjaan  nelayan,  bertempat  tinggal  di  Ohoi

Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  karena

Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung dengan saksi;

-   Bahwa hubungan Pemohon I dann Pemohon II adalah suami istri;

-   Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal  21

Nopember 2011;

-   Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tam Ngurngila,

Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

-   Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah

kandung Pemohon II yang bernama Hi. Naimudin Ohoirenan;

-   Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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imam Masjid Desa Tam Ngurngila yang bernama Maulana Sidik, setelah

mendapat penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II;

-   Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hi.

Saif dan Hatab;

-   Bahwa  yang  menjadi  maskawin/  mahar  pada  pernikahan  tersebut

berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dubayar tunai;

-   Bahwa telah terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut;

-   Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus perawan;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau

sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;

-   Bahwa tidak ada pihak yang kebetaran atas pernikahan keduanya;

-   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

-   Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai  hingga

sekarang;

-   Bahwa tujuan Pehohon I  dan Pemohon II  mengajukan itsbat  nikah

guna melengkapi persyaratan administrasi  untuk mengurus buku akta

nikah;
Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  mengajukan  kesimpulan  secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  penetapan ini,  maka semua hal

ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  hadir

dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil-dalil  permohonan Pemohon I

dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan

Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak ada perubahan;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon

II,  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi 1  dan  saksi  2  mengenai

permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  adalah  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon  I dan Pemohon

II tersebut saling bersesuaian,  sehingga keterangan  saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  berdasarkan bukti  2  (dua)  orang saksi  Pemohon I  dan

Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I  dengan  Pemohon II  menikah sejak  21 Nopember

2011 di Desa Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah

ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Naimudin Maulana Sidik;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II adalah Hi. Saif dan Hatab dan maskawin berupa uang

Rp 10,0000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;

- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  ada  halangan  untuk  saling

menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang

berlaku;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon

I dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;
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- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  bermaksud mengurus akta  nikah

sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  telah memenuhi rukun

dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-

undangan  yang  berlaku  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  21  Nopember

2011 di Desa Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  ada  halangan  untuk  saling

menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang

berlaku;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  bermaksud  mengajukan  itsbat

karena belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat

kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati  perintah Allah dan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah

sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus

didukung  dengan  pencatatan  yang  secara  administratif  dari  lembaga  terkait

sehingga  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  dapat  terjamin  dan

berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam

menyebutkan  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini pengajuan

pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke

Pengadilan  didasarkan  pada  unsur-unsur  sebagaimana  dalam  ketentuan

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  di  dalam  Kitab  Al  Iqna’ juz  II  halaman  123

disebutkan:

وولي        وزوخ وزوجة صيغة خمسة وهي النكاح أركان

وشاهدان   العاقدان وهما
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Artinya :   “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon

suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang

saksi”

Sejalan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dalam  ketentuan  Pasal  14  Kompilasi

Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhadap pendapat

dan  ketentuan  di  atas  maka  dalam  hal  ini  Pengadilan  sependapat  dan

mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat

disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II

telah  memenuhi  ketentuan  dalam  Hukum  Islam  sehingga  berdasarkan

ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang

perkawinan  bahwa  perkawinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  agama  dan

kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II  dan fakta  yang terbukti  sebagaimana diatas bahwa alasan dari

pengajuan pengesahan  perkawinan  Pemohon I  dan Pemohon II  didasarkan

pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni

perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana

diatas tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II,  maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 21 November 2011 di Desa Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando

Tam, Kota Tual, patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka  semua biaya yang timbul  akibat  perkara ini  sesuai  dengan ketentuan

Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon

II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini; 
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Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Razak Ohoirenan

bin  La  Utu  ohoirenan)  dengan  Pemohon  II  (Aida  Ohoirenan  binti  Hi.

Naimudin Ohoirenan) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2011

di Desa Tam Ngurngila, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

3. Membebankan  kepada  Pemohon I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp.  191.000,-  (Seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Senin,  tanggal  8 Oktober 2018 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal  28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Syarifa Saimima, S.HI,

sebagai  Ketua  Majelis, Nengah  Ahmad  Nurkhalis.,  S.EI., dan  OLIS  TUNA,

S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan  tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi  oleh Hakim Anggota  dan dibantu oleh  Hj.  Jupia

Ulath,  SH., sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon II; 

Hakim Anggota I,        Ketua Majelis,  

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI            Syarifa Saimima, S.HI 

Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,     
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putusan.mahkamahagung.go.id

       

     Hj. Jupia Ulath S.H

Perincian biaya perkara : 

1. Pendaftaran Rp.   30.000,-

2. Biaya Proses Rp.   50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-

4. Redaksi Rp.     5.000,-

5.     Meterai                     Rp.     6.000,- 

Jumlah                  Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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